BUPATI BENGKALIS
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TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel
diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana
dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan
publik terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan
sehingga perlu adanya system pelayanan informasi dan
dokumentasi; :

bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan, perlu adanya pedoman untuk
mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan  Daerah  Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor S8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
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Undang—Undang Nomor 23 Tahunf 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

‘ Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemermtah Nomor 61 Tahun 2010 - tentang
';'ijelaksanaan Undang- Undang ‘Nomor 14 Tahun 2008
~ tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
" Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)

. liPeraturan Menteri Dalam Negen Nomor 35 Tahun 2010

. tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

{T}'Dokumentas1 di L1ngkungan Kementerlan Dalam Negen
. dan Pemermtahan Daerah

"MEMUTUSKAN

. T;PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
- PELAYANAN  INFORMASI. = DAN °  DOKUMENTASI
" DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

‘BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

R i 4Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

2 Pemermtah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
T sebaga1 unsur penyelenggara Pemerlntahan Daerah.

ES

".,Sekretans Daerah adalah Sekretarls Daerah Bengkahs

-Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

‘Bupatl adalah ‘Bupati Bengkahs

.Q,’;":Satuan KerJa Perangkat Daerah yang selanjutnya
. disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
- Llngkungan Pemerintah Kabupaten Bengkahs

" Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
. disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja
: "Perangkat Daerah d1 L1ngkungan Pemerlntah Kabupaten
7 Bengkalis. -

Informasi adalah keterangan pernyataan gagasan dan
 tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
~_baik - data, fakta maupun penjelasannya yang dapat

“dilihat, - dldengar dan d1baca yang dlsa_]lkan dalam

e ,fberbagal ‘kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologl 1nformas1 dan komun1kas1
e secara elektromk ataupun nonelektromk




HInforma81 Pubhk adalah 1nformas1 yang dlhasﬂkan N
.disimpan, dikelola, d1k1r1m dan/atau diterima oleh

.~ suatu Badan - Publik - yang berkaltan dengan
. penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau

\7.'.penyelenggara ‘dan penyelenggaraan badan publik
. lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 .
-~ Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta \
- informasi : laln yang berkaltan dengan kepentlngan '
- f.'pubhk o : X -

‘Pe_]abat Pengelola Informa81 dan Dokumentas1 yang‘

'}j;selanjutnya , d1sebut PPID - adalah pejabat yang

bertanggung - jawab di:. bidang  penyimpanan,
pendokumenta31an penyedlaan dan/atau pelayanan

e * “informasi - di - Badan Pubhk dan bertanggung]awab
Uk ‘;“_langsung kepada atasan PPID '

10.

‘Pe_]abat Pengelola Informas1 dan Dokumenta81 yang

selanjutnya - dlsebut ~PPID adalah pejabat yang

- bertanggung - jawab - di b1dang - ‘penyimpanan,

;.pendokumentasmn penyed1aan dan/atau pelayanan
- informasi  di- Llngkungan Pemerlntah Kabupaten-
o Bengkahs : R : ‘

S11.

"Pejabat Pengelola Informa31 dan Dokumenta31 Pembantu g

. yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah pejabat

14

.yang membantu pelaksanaan tugas PPID Kabupaten:
- dan bertanggung jawab < 'di bidang ‘penyimpanan,
- pendokumentasian, penyedlaan dan/ atau pelayanan‘ =
AR 71nformas1 di Satuan Kerja Perangkat Daerah. ’
i 1‘2"._Atasan PPID adalah pe_]abat yang merupakan atasan

' langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau- atasan .
T "'darl atasan langsung peJabat yang bersangkutan :
’ ’13.’(’_.Orang adalah - orang perseorangan, kelompok orang, |
IR ,badan hukum atau badan pubhk :

Pengguna Informa31 Pubhk adalah , orang yangb

-7 menggunakan informasi- pubhk sebagaumana dlaturr

s,

dalam peraturan perundang—undangan

»Pemohon Informasi Publik adalah warga negara

~dan/atau badan. hukum Indonesia yang mengajukan
: fpermmtaan informasi publik sebaga1mana dlatur dalam '
“_iperaturan perundang undangan QRETE S

BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A

Pasal 2

i Pemerlntah Daerah sebaga1 Badan Pubhk melaksanakan
pengelolaan pelayanan 1nforma31 dan dokumentas1




o BABIII R
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 3

’ | ;"(1)' Informa31 Pubhk d1 Pemerlntah Daerah bers1fat terbuka

k'k‘dan dapat dlakses oleh setlap Pengguna InformaS1
. Publik. SR - |

o (2) - Informasi Pubhk yang dlkecuahkan d1 hngkungan '
s Pemerlntah Daerah ber31fat ketat dan terbatas.

(3) Informasi. Publik di llngkungan Pemerintah - Daerah
L dapat - diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan
- lcepat, tepat- waktu b1aya r1ngan dan dapat diakses"
dengan mudah. - RS . ~

Informas1 Pubhk yang dlkecuahkan d1 hngkungan
' Pemerintah Daerah’ bersifat - rahas1a ‘sesuai ' dengan
- . peraturan perundang undangan, : kepatutan . .dan
RS Sk kepentmgan umum. «

o (B) ,Informas1 Publik yang dlkecuahkan dldasarkan pada

. pengujian atas konsekuen31 yang timbul apabila. suatu

- informasi = diberikan = kepada masyarakat dan

pertlmbangan yang seksama’ bahwa menutup Informasi

. Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
Rk ,_darlpada membukanya atau sebahknya

, BAB IV ~
HAK DAN KEWAJ IBAN

Pasal 4

_"‘(‘1)7 vPemerlntah Daerah berhak menolak ‘ memberlkan
e B! informasi yang dlkecuahkan :

o (72)_ Informasi ‘yang dlkecuahkan sebagalmana dlmaksud 7
. pada ayat (1) d1tetapkan leb1h lan_]ut oleh Bupat1 sesuai
e kewenangannya 3 ; f

(3) '_‘Pemerlntah Daerah berhak _menolak memberlkan'

*. . Informasi Publik apablla tldak sesuai dengan peraturan- .
rq'j'perundang undangan : : : e

o ‘(4)‘_‘*%\-‘Informas1 Publik yang t1dak dapat dlberlkan Pemerlntah
S *_jDaerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah

e ‘a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b informasi yang ' berkaitan dengan kepentingan -
L kperhndungan usaha dari persamgan usaha tidak
' \-_sehat ‘ ;
. C. ‘_‘1nforma81 yang berkaltan dengan hak hak pr1bad1

d. informasi yang berkaltan dengan raha51a Jabatan
. ‘}j”‘dan/atau - L T A

‘e. Informasi yang belum | ,dikilasai: ~atau
S dldokumenta31kan Oy AT ’




Pemermtah Daerah waJ1b menyedlakan memberlkan

peraturan perundang undangan

Untuk melaksanakan kewajlban sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1), Pemermtahan Daerah membangun dan:

PEJABAT PENGELOLA’ INFORMASI”DAN DOKUMENTASI

Untuk, mengelola pelayanan 1nformas1 dan dokumentasif
d1_11ngkungan Pemerlntah Daerah dltetapkan PPID.. :

pe_]abat struktural yang membldangl tugas dan fungsr i
,pelayanan 1nforma31 : , <o

‘PPID dltetapkan dengan Keputusan'Bupatl

PPID ~ di hngkungan
bertanggung]awab Bupatl melalul Sekretarls Daerah

f_‘*PPID bertugas

mengkoord1nas1kan mengkonsohdasﬂ«:an L

PPID Pembantu,

menylmpan mendokumenta51kan
_memberl pelayanan 1nforma81 kepada pubhk

melakukan ver1ﬁkas1 bahan 1nforma31 pubhk

\melakukan ' U.Jl ko “sekuens1

.tas 1nformaS1. yang '
jdlkecuahkan ; b |

?menyedlakan 1nforma31 dan dokumenta31 untuk dlakses'
_oleh masyarakat : : Gee %

dan/: atau’ menerbltkan Informasi Publik yang berada'di =~
_bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi =
Publik,  selain  informasi . yang - dlkecuahkan sesua1 j S

mengembangkan s1stem 1nforma51 ‘dan - dokumentasi :‘:1 R
.pengelolaan Informas1 Pubhk yang dapat dlakses dengan, S

fPPID sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) melekat pada i

Pemermtah : Daerahf e

pengumpulan bahan 1nforrnas dan dokumenta31 dar1f'kf }:;

4imenyed1akan dan_ ;

_melakukan “?pemutakhlran 1nforrnas1 dan dokumenta31 g




o a.VZ

”Pésal 8

« 'Dalam rangka melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud
' dalam Pasal 7, PPID berwenang

‘ ‘menolak memberlkan informasi yang _dikecualikan.
- .sesuai - dengan ketcntuan . .peraturan - perundang-
b undangan ' IR T ~ -

memmta dan = memperoleh -informasi dari unit

- kerja/ komponen/ satuan kerJa yang menJad1 cakupan '

B x_i',_kerjanya,

mengkoordlnasﬂ{an pembenan pelayanan 1nforma31
~dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
- .yang men_]adl cakupan kerjanya; dan ; - :

. menentukan atau menetapkan suatu 1nformas1
- dapat/ tldaknya ‘diakses oleh publik; dan menugaskan

PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
- membuat, mengumpulkan, serta: memelihara 1nforma31

)
@

: f?‘;‘,,;f'ja-dan dokumenta51 untuk kebutuhan orgamsaS1

 BABVI
- PPID PEMBANTU =

Pasal 9

*.

PPID Pembantu bertanggung]awab kepada Kepala SKPD

‘“-:PPID Pembantu terdiri dari:.

', a. Sekretaris pada Badan Dinasv,;.»; K_ecarnatan, dan

'Kelurahan dan =

' b Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Umt Pelaksana =
. Teknis Dinas/Badan. : Lol

. 1 PPID Pernbantu di. dltetapkan melalul Keputusan Kepala .
: Satuan KerJa Perangkat Daerah :

Pasal 10

PPID Pembantu bertugas

Coan

b.

‘fmembantu PPID Kabupaten dalam pelayanan informasi
- publik; ~ : ’

\ "_rnenylmpan' mendokumenta31kari menyedlakan dan
- ,memberl pelayanan informasi kepada pubhk '

. melakukan verifikasi bahan 1nforma31 publlk d1 bawah |

R kewenangannya

‘melakukan u_]1 konsekucnsi : ata‘sf .informasi yang
~ . dikecualikan; -~ gor .
.~ melakukan  pemutakhiran data 1nforma31 dan
? dokurnenta51 di bawah kewenangannya o



f. N

: menyedlakan 1nforma31 dan dokumentam untuk diakses
~.oleh masyarakat dan : :

g menyampalkan 1nforma31 “dokumentasi dan laporan

pelayanan - ‘informasi kepada 'PPID Kabupaten secara

: berkala dan sesuai kebutuhan

CBABVI

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

' Daerah, sebagalmana tercantum dalam Lampiran yang
TaUN Imerupakan baglan tldak terp1sahkan dari Peraturan

Pasal 1 1

Struktur Organlsa31 PPID d1 llngkungan Pemermtah -

: -Bupati ini.

@

«}Ketentuan mengenal tata ker_]a antara PPID Kabupaten'
“dengan PPID Pembantu dlatur lebih lan_]ut oleh PPID

‘Kabupaten T

@ P
‘ -uji konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi
N Publik sebagal Informa31 Pubhk yang dikecualikan.

(2) -

* - BAB VIII SR
PENGECUALIAN INFORMASI

Pasal 12

PPID Kabupaten dan PPID Pembantu wa_]lb melakukan

Dalam ujl konsekuenm sebagalmana dimaksud pada
~ayat (1) wajib_ rnenyebutkan dasar hukum atau
.. peraturan: perundang-undangan yang jelas yang
~ ~_menyatakan suatu informasi Wa_]lb d1rahas1akan

@)

Alasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

~harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam
. surat - pemberltahuan tertuhs atas © permohonan

R ‘_}fij,‘;_Informas1 Pubhk

(1) 3-PPID atau PPID Pembantu Wa_]lb menghltamkan atau
SRS mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam
. suatu salinan dokumen Informas1 Publik yang akan

S ,d1ber1kan kepada publik. :

@

'pengecuahan sebagian informasi dalam suatu salinan
Informasi Publik sebagai -alasan untuk mengecualikan

PPID ‘atau PPID Pembantu tidak dapat menjad1kan

akses pubhk terhadap keseluruhan sahnan Informasi

- f Pubhk



(3) Dalam hal dllakukan penghltaman atau pengaburan

: 1nformas1 PPID atau PPID Pembantu wajib memberikan
- alasan ‘terhadap masing-masing hal atau materi yang
S d1h1tamkan atau dlkaburkan

BB .
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

" Pasal 14

,f‘yiﬁ'~ ('1')‘;'fvS‘ctiapf"’c‘)fang berhak, \r‘nempero_leh 1nf6rmas'i Pubhk |
= “dengan . cara  ‘melihat, - mengetahui " 1nforma81 dan
U rnendapatkan sahnan Informas1 Publik..

~(2) Setlap orang yang memohon untuk mendapatkan
. salinan Informasi Pubhk sebagaimana dimaksud pada
. ayat (1) harus memenuhl persyaratan:

: “_a. ! mencantumkan 1dent1tas yang _]elas '

. b mencantumkan alamat dan nomor telepon yang _]elas

e menyampalkan secara Jelas _]enls 1nforma31 dan
i vdokumentam yang d1butuhkan dan -

d. mencantumkan maksud dan tuJuan permohonan !
e ﬁ1nformas1 dan dokumentam S : :
V‘(SV):,‘PPID dan PPID Pembantu waJ1b mernenuhl "’hak
- 'sebagalmana dimaksud pada ayat (1) me1a1u1 e

a pengumuman Informa81 Publik; .

:‘_lj:,.b.f_Pelayanan Informa51 . Pubhk :berdasarkan;
s jpermohonan dan ‘ L S

_;"Penyedlaan akses Informa31 Pubhk

:Pasal ~15 '

k,(_l\)‘ki"‘Pemerlntah Daerah Wa_]lb mengumumkan 1nformasir
i . pubhk sesual peraturan perundang undangan S e

(2 ;{Pengumuman 1nformas1 pubhk sebagalmana dlmaksud
.~ ayat (1) d1umumkan secara berkala sekurang-kurangnya
- melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan .

RO f cara yang mudah dlakses oleh masyarakat :

Pasal 16

: Seluruh Informa81 Pubhk yang berada pada Pemer1ntah>
'Daerah selain - informasi ‘yang dikecualikan dapat diakses
o kfoleh pubhk melalul prosedur permohonan Informa31 Pubhk




Pasal 17

: Permohonan Informa31 Pubhk dapat d11akukan secara
- tertulis atau tldak tertuhs :

= Dalam hal permohonan dlajukan , scc‘alfa”"'tertuus‘,»
S pemohon - S

"f-,a menglsl formuhr permohonan dan

i Jb membayar blaya salinan; dan /atau

_ e pe_nglrlman 1nform:a31 apabila d1butuhkan. f
T
. PPID atau PPID Pembantu memastikan permohonan

Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis,

e - Informasi Pubhk tercatat dalam formulir permohonan.

Formuhr permohonan sebagalmana dimaksud pada

S ayat (2) dan ayat (3) di hngkungan Pemermtah Daerah .
o ‘,:.bdltetapkan oleh PPID Kabupaten | G

o

- pencatatan permohonan Informas1 Pubhk dalam reglster

Pasal 18

PPID atau PPID Pembantu wa_]lb mengkoordlnasﬂ{an

S permohonan..

‘_PPID atau PPID Pembantu Wa_]lb memastlkan formulir

- permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran

.sebagai tanda " bukti - permohonan Informasi = Publik
-~ diserahkan kepada Pemohon Informa31 Publik. .

: 1“(3’);j i’Dalam hal permohonan Informas1 Publik - dilakukan
' 'melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung,

~PPID " atau - PPID ~Pembantu wajib memastikan

diberikannya nomor pendaftaran ‘pada saat permohonan

.- diterima.

‘Dalam hal permohonan Informas1 Publik dllakukan ‘
_melalui surat atau faksimili atau cara lain yang tidak
;_,memungkmkan bagi Badan Publik untuk memberikan

: ,_.‘»"i»'»nomor pendaftaran secara langsung, PPID atau PPID .
. . Pembantu wajib ~memastikan = nomor pendaftaran
. dikirimkan kepada Pernohon Informas1 Pubhk ‘

@

“Nomor pendaftaran x sebagalmana dlmaksud pada
~ayat (4) dapat d1ber1kan bersamaan dengan pengiriman

B ‘  Informasi Pubhk

©
" formulir - permohonan yang telah diberikan nomor

PPID atau PPID Pembantu wajib menylmpan “salinan

L pendaftaran sebagal tanda bukti permohonan Informa51

R - Publik,
o

Reglster permohonan d1 hngkungan Pemerlntah Daerah

;v-idltetapkan oleh PPID Kabupaten




.
- melihat dan mengetahul Informas1 Publik, PPID atau -
PPID Pembantu wajib: : : -

a. memberlkan akses . bagi Pemohon untuk rnehhat »
. Informasi Publik - yang dibutuhkan ditempat yang
. memadai untuk membaca: ‘dan/ atau memerlksa

; ';"'Pas'al 19

Dalam hal Pemohon Informas1 Pubhk bermaksud untuk

Informasi Publik yang dlmohon

" 'b. memberikan alasan - tertulis apablla permohonan »

@)

Informasi Publik ditolak; dan

c. memberlkan informasi tentang tata cara mengajukan ,

- keberatan beserta formuhrnya bila dlkehendakl

‘Dalam hal Pemohon Informasi Pubhk ‘meminta sahnank

- informasi, PPID = atau PPID  Pembantu  wajib = .
‘fmengkoord1nas1kan dan memastlkan i o -

V‘_’a.‘ ‘Pemohon Informasi Pubhk mem111k1 akses uhtﬁk }

melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat "

- .yang memadai untuk membaca dan / atau memerlksa o

S ~Informasi Publik yang dimohon; : 7
- b ‘Pemohon Informasi - Publik | mendapatkan sahnan

- informasi yang dibutuhkan; dan

i c. Memberikan alasan tertulls dengan mengacu kepadaﬁ

“ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 apablla‘l" '
permohonan 1nforma81 d1tolak L

-.‘PPID atau PPID Pembantu wapb memastlkan Pemohon e

' Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada‘ayat (1)
'dan ayat (2) dibantu dalam’ melengkap1 persyaratan ...
~ .sebagaimana ‘dimaksud dalam . Pasal 14~ selambat---

" lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak/ 'permohonan

(4)

Informasi Pubhk dlajukan S e S
PPID atau  PPID Pembantu wa_]lb memastlkan

‘- permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana

~dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercatat dalam
register permohonan. e T T T e

Pasal 20

- Publik atas setlap permohonan Informas1 Publik.

o

kAPembentahuan tertulis sebagalmana d1maksud pada i
g ayat (1) berisikan: - : , : ;

- a. apakah Informa31 Pubhk yang d1m1nta berada dlﬁ«

-bawah penguasaannya atau tldak

b. pemberitahuan Badan Publik mana yang menguasa1
informasi yang diminta dalam hal 1nformas1 tersebut_, 8
tldak berada di bawah penguasaannya 4 '

PPID atau PPID ‘Pembantu wajib ° memberikan
- pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Badan




®
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c. : _]awaban menerlma atau menolak permohonan
- Informasi Publik berikut alasannya ‘

d. \bentuk Informa81 Publik yang tersedla

v S biaya dan cara’ pembayaran untuk mendapatkan

e -.\*Informa31 Pubhk yang d1mohon : =y
. f. waktu yang - dibutuhkan untuk menyedlakan--;

' Informa81 Publik yang dlmohon

ii g penjelasan atas penghltaman/pengaburan 1nforma31 o

. - Yyang dimohon bila ada; dan .

h'.'_: penjelasan apablla 1nforma31. tldak dapat d1ber1kan‘

. karena - belum d1kuasa1 5 atau - belum

' dldokumenta31kan

Dalam ‘hal Informasi Publik - yang dlmohon diberikan
' baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan .
. -dilakukan, - 'PPID - atau PPID '« Pembantu = wajib
R menyampalkan pembentahuan tertulis sebagaimana -
- .~ dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan Informasi
- . Publik: yang dimohon. . :
@
. untuk diberikan baik sebagian atau" seluruhnya namun
. tidak dlsampalkan pada saat permohonan dilakukan,
- PPID atau PPID = Pembantu ‘wajib menyampaikan

Dalam hal’ Informa51 Publik yang dlmohon d1putuskan

"f'pemberltahuan tertulis - kepada - Pemohon Informasi

sesuai: dengan Jangka waktu yang dlatur ~dalam

v Peraturan ini.

Dalarn ‘hal" permohonan Informas1 Pubhk d1tolak PPID
atau ~PPID | ‘Pembantu - Wa_]lb menyampaikan

e -pemberltahuan tertulis bersamaaan dengan Surat

e

A ‘_Keputusan PPID atau PPID Pembantu tentang
- Penolakan Permohonan Informas1 o

Pemberltahuan tertuhs sebagalmana dlmaksud pada

ayat:(1) d1sampa1kan kepada pemohon informasi publik =~ © - ¢
. paling lambat: 10 (sepuluh) har1 kerJa seJak permohonan SR
. . ~_“'d1ter1rna : L : ‘
()
- secara langsung atau rnelalu1 surat elektronik, nomor -
pendaftaran o d1sampa1kan bersamaan i dengan ;

Dalam hal permohonan 1nforma31 tldak dlsampalkan

A pemberitahuan tertUhS

Dalam hal PPID atau’ PPID Pembantu belum menguasal

‘atau - mendokumentasikan = Informasi = Publik yang
;dlmohon dan/ atau belum dapat memutuskan apakah o
_ informasi yang dimohon termasuk Informa31 Pubhk yang . .
~ . dikecualikan, ' PPID - atau . PPID. Pembantu .
" memberitahukan perpanjangan waktu pembentahuan. | "

- tertulis beserta alasannya.

o

S dilakukan selambat- -lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak e

‘_Perpanjangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (8)

beserta penyampaian Informasi - Pubhk ‘yang dimohon

Jangka ‘waktu ‘pemberitahuan ' tertulis sebagaimana

| y",lagl

dlmaksud pada ayat (7) dan tldak dapat dlperpan_]ang




W
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Pasal 2 1

PPID dan PPID Pembantu dapat mengenakan blaya o o
~untuk mendapatkan salinan Informa31 Pubhk sesua1 ‘
Tdengan 1nforma51 yang d1m1nta e :

@

PPID dan PPID Pembantu menetapkan ‘standar b1aya B
perolehan salinan Informasi Publik yang terd1r1 atas:

~ 'a. biaya penyahnan Informasi Pubhk

. b biaya penglrlman Informas1 Pubhk dan

o ketentuan peraturan perundang undangan

w

fc blaya pengurusan izin pembenan Informa51 Pubhk

.yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga.

"V,Standar biaya perolehan salinan Informasi Publlk"fv

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

" Pasal 22 f '

PPID dan PPID Perﬁbanfﬁ‘ 'rﬁ»ene\tapkahr'tat.a cara

pembayaran biaya perolehan salinan Informasi Publik

 sesuai dengan peraturan perundang undangan yang

@

- - berlaku.

- PPID dan PPID Pembantu waJ1b memberlkan tanda buktlk i
’penerlmaan pembayaran biaya perolehan “salinan .

' “informasi secara ter1n01 kepada Pemohon Informas1'

. Publik.

"~ (3) PPID dan PPID Pembantu Wajlb mengumurnkan b1aya‘];' :

~ dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi

. Publik sesuai dengan tata cara pengumuman Informa31
e .‘Pubhk secara berkala ' , ‘ '

BABX

_ ,: TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

e

~ keberatan * dalam hal dltemukannya alasan sebaga1 o

_ Bag1an Kesatu o
. Pengajuan Keberatan

. ,Pasal 23

Pemohon - Informas1 .' Pubhk berhak menga_]ukan

: 'berlkut

a.. penolakan atas permdhonari" i Infofrnasi :Publik;,- :

~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

" b. tidak dlsedlakannya 1nformas1 berkala -
- c. tidak ditanggapinya permohonan Informa31 Pubhk

d.‘ permohonan Informasi- Pubhk d1tanggap1 tldak -

| sebagalmana yang d1m1nta

: »le; tidak dlpenuhmya permohonan Informa31 Pubhk
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B f pengenaan b1aya yang t1dak waJar dan / atau
g penyampalan ‘Informasi Publik yang. melebihi waktu
- yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

i (2) - ‘Penga_]uan ‘keberatan sebagalmana ‘dimaksud pada
. .ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID atau
e kepada Atasan PPID Pernbantu mela1u1 PPID Pembantu.

% 9" 7‘(?;)’f’_;tPenga_]uan keberatan sebagalmana dimaksud pada
e ayat (1) dapat dlkuasakan kepada plhak lain yang cakap
‘d1 hadapan hukum

Pasal 24

(1)PPID dan PPID Pembantu Wa_]lb mengumumkan tata

- _cara " pengelolaan keberatan d1serta1 dengan nama,
- alamat dan nomor kontak. ‘ -

(2 PPID dan PPID Pembantu dapat menggunakan sarana
o komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan
... sesuai - dengan : kemampuan o ‘sumber daya yang

,:}dlmlhkmya ‘ 2 | o

' Bagian Kedua A
Reglstra31 Keberatan Sty

Pasal 25

0 (1) Pengajuan keberatan dllakukan dengan cara meng1s1 E
o formulir keberatan yang dlsed1akan oleh PPID dan PPID

- Pembantu. . :

. ,\(2)"‘fDalam hal pengajuan keberatan dlsampalkan secara

. tidak  tertulis, PPID -atau  PPID. Pembantu wajib

~membantu Pemohon Informam Publik yang mengajukan.
-keberatan . atau pihak yang ‘menerima kuasa - untuk

e [memberlkan nomor reg1stras1 pengajuan keberatan.

,(3)5",Formul1r keberatan sebagalmana dimaksud . pada
- vayat (1) di lingkungan . Pemerlntah Daerah ditetapkan
.. ~oleh PPID Kabupaten S

i .; (4) PPID atau PPID: Pembantu Wajlb memberlkan salinan

;};menglslkan formuhr keberatan dan =~ kemudian -

. ‘formulir: keberatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (3)

f,kepada ‘Pemohon Informasi - Publik. yang: mengajukan
S =:yj:keberatan atau kuasanya scbagal ‘tanda °~ terima
;_pengajuan keberatan ¥ o L

PaSal 26

f(l)fi“PPID atau PPID Pembantu Wajlb mencatat penga_]uan v :
R r‘keberatan dalam reglster keberatan ‘




14
‘ (42)' . Reglster keberatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) |

- di lingkungan Pemerlntah Daerah dltetapkan oleh PPID
T Kabupaten ‘ ‘

Baglan Ket1ga »
Tanggapan Atas Keberatan A

Pasal 27 : ‘

- tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang

- disampaikan kepada Pemohon Informasi Pubhk yang

. mengajukan keberatan atau pihak yang menerima
- kuasa selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
- dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam reg1ster
 keberatan. : - :

| (2) :,~‘Keputusan tertuhs sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)  ’
" : sekurang kurangnya memuat: ' :

fﬁa_». tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan
\ b.’if‘nomor surat tanggapan atas keberatan '

E 'c.r.itanggapan/ Jawaban tertulis atasan PPID atau PPID

Pembantu atas keberatan yang dlajukan ' ;
d .j'-perlntah -atasan - 'PPID . kepada PPID atau PPID

f’_Pembantu untuk memberikan sebagian atau seluruh

- “;:~Informa31 Pubhk yang dlmlnta dalam hal keberatan; ‘
dlterlma dan ‘ ‘ ,

EK ;‘.”;,_»h’e‘.:, _]angka waktu pelaksanaan permtah sebagalmana"
o \:"*‘dlmaksud pada huruf d. o - B

(3) f_;PPID atau PPID  Pembantu Wajlb melaksanakan%

“‘?’iAtasan PPID atau PPID Pembantu Wa_]lb memberlkan R

keputusan tertulis sebaga1mana dimaksud: pada ayat (1)

o pada saat dltetapkannya keputusan tertuhs tersebut

 BABXI
- LAPORAN

Pasal 28

(1)«-}5PPID dan ' PPID Pembantu waJ1b membuat dan
;-'.‘47'~“‘menyed1akan laporan " layanan Informas1 ‘Publik
‘f-gﬂivfsebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 pahng lambat 3
e ;;(tlga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran'
;jtfberakh1r RSSO SR SISO N
"'_'(2)',2-~PPID d PPID Pembantu | membuat laporan
e _sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dalam bentuk: -

o a rlngkasan mengena1 gambaran . umum pelaksanaan
“layanan. Informa51 Pubhk masmg masmg Badan
Pubhk dan :
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b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh
pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-
masing Badan Publik.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib
tersedia setiap saat.

(4) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh PPID
Pembantu kepada PPID Kabupaten.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah
Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 7 Jamwari 2015

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 7 Jamwari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. HANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 06




